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PENETAPAN
Nomor 482/Pdt.P/2017/PA Plp.

s S PR S PR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang
diajukan oleh:
PEMOHON |, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,
tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon |;
PEMOHON |II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 09 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Palopo dalam register perkara Nomor 482/Pdt.P/2017/PA Plp. 09

Nopember 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
menurut agama Islam pada tahun 1979 di Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara
kandung Pemohon Il bernama WALI, dikawinkan oleh Imam setempat
bernama IMAM, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI dengan
maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dan

Pemohon Il berstatus perawan;
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4. Bahwa, antara Pemohon | dan Pemohon |l tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai
sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
ANAK | DAN ANAK I

6. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah memiliki Buku Nikah dari
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena
pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon | dan Pemohon Il
adalah untuk pengurusan buku nikah Pemohon | dan Pemohon Il serta
keperluan lainnya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cqg. Hakim Tunggal yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang
amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon | (PEMOHON I) dengan Pemohon I
(PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1979, di Dusun Salurepe,
Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Bahwa saat sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir, agenda
sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang

isinya tetap dipertahankan oleh keduanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis:
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- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317162011090116 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 25 Maret
2013, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta
telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa dalam persidangan selain bukti surat, para Pemohon
menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, para saksi mana memberikan
keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, masing-masing sebagai
berikut:

1. Moggo bin Sidau, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | (PEMOHON 1) sebagai ipar, saksi juga

mengenal Pemohon Il bernama PEMOHON II;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada
tahun 1979 di Dusun Salurepe, Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara,

Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah saudara kandungnya

bernama Kattong dan dinikahkan oleh Sunggu;

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Moggo dan Dokon, dengan

mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus
perawan;

- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, baik
hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan;

- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang
anak;

- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan
pernikahan para Pemohon.

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah
ini untuk pengurusan buku nikah Pemohon | dan Pemohon Il serta keperluan
lainnya;

2. Sarunang bin Sunggu, pada pokoknya menerangkan:
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- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan
pada tahun 1979 di Dusun Salurepe, Desa Salulino, Kecamatan Walenrang

Utara, Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saksi para Pemohon dinikahkan oleh
Sunggu, dengan wali Pemohon Il adalah Kattong yang merupakan saudara
kandungnya;

- Bahwa saksi nikahnya adalah Moggo dan Dokon dengan mahar berupa
seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa tidak terdapat halangan untuk menikah antara para Pemohon, baik

karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan.

- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai 2 orang

anak, masing-masing bernama;

- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan

pernikahan para Pemohon.

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah
ini untuk pengurusan buku nikah Pemohon | dan Pemohon 1l serta keperluan
lainnya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan
pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam
perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon (PEMOHON | dan PEMOHON II)
mengajukan permohonan agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tahun

1979 di Dusun Salurepe, Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara,
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Kabupaten Luwu, disahkan menurut hukum, karena sejak menikah para
Pemohon tidak mendapatkan akta nikah, sedang keduanya membutuhkan
pengesahan nikah tersebut sebagai syarat administrasi pembuatan akta nikah
para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon
tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama
14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada
pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang telah cakap
secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah
sumpah, sehingga secara formil saksi para Pemohon tersebut telah memenubhi
syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto
1911 KUH Perdata, oleh sebab itu saksi para Pemohon tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama
Pemohon | dan Pemohon IlI, bukti-bukti mana menunjukkan bahwa secara
administratif para Pemohon terdaftar sebagai warga yang menetap di wilayah
Kabupaten Luwu sehingga dapat mengajukan perkara pada yurisdiksi
Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2
(dua) orang saksi yaitu Moggo dan Firman Ali Akbar bin Tajan yang
menerangkan bahwa keduanya hadir saat pernikahan para Pemohon yang
dilangsungkan pada tahun 1979 di Dusun Salurepe, Desa Salulino, Kecamatan
Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dimana wali nikah Pemohon Il saat itu
adalah saudara kandung bernama Kattong, keduanya dinikahkan oleh Sunggu
dengan saksi nikah masing-masing bernama Moggo dan Dokon, serta mahar

berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa ketika menikah Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il adalah perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan untuk
menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan,
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selama ini keduanya hidup rukun, hingga telah dikaruniai 2 orang anak dan

tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pengesahan ini diajukan para Pemohon karena
selama menikah keduanya tidak mendapatkan akta nikah sebab pernikahan
keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan para
Pemohon membutuhkan pengesahan guna untuk pengurusan buku nikah
Pemohon | dan Pemohon Il serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon tersebut adalah fakta
yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh para Pemohon, selain itu keterangan keduanya telah
bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut
telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., dan
Pasal 309 R.Bg., oleh sebab itu kesaksiannya memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim

Tunggal menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1979 di
Dusun Salurepe, Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten

Luwu;
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Il telah memenuhi syarat dan rukun;

- Bahwa status Pemohon | saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon

Il adalah perawan;

- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik

karena nasab, semenda atau sesusuan;

- Bahwa para Pemohon hidup rukun selama berumah tangga dan telah

dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak memiliki akta nikah;
- Bahwa pengesahan ini diperlukan para Pemohon guna untuk pengurusan

buku nikah Pemohon | dan Pemohon Il serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim

Tunggal berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon (PEMOHON | dan
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PEMOHON II) sebagaimana dalil-dalil permohonan keduanya terbukti dan telah
memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (vide : Pasal 14
sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain perkawinan tersebut telah memenuhi syarat
dan rukun nikah secara syariat Islam, juga perkawinan para Pemohon tidak
melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan
Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon ternyata telah memenuhi
rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak
mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (), dan dalam hal
ini permohonan pengesahan nikah diajukan untuk kepentingan para Pemohon
guna memenuhi syarat administrasi untuk pengurusan buku nikah Pemohon |
dan Pemohon Il serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun
2009 sebagai perubahan kedua atas Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan
kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | (PEMOHON I) dengan Pemohon I
(PEMOHON 1) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Dusun Salurepe,
Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 08 Desember
2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh
kami Noor Ahmad Rosyidah, S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan
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Agama Palopo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh

Musdalifah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,
Ttd Ttd
Musdalifah, S.H.,M.H. Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Perincian biaya:
1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses 'Rp 50.000,00
3. Redaksi :Rp 5.000,00
4. Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah ‘Rp 91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah).
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